
DPRD Bombana Turun Cek Lahan
Wumbubangka, Antisipasi Konflik
Peternak dan Pembuka Sawah
Bombana, sultranet.com – DPRD Kabupaten Bombana akhirnya turun langsung
ke lokasi SP 7 Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, menindaklanjuti
keluhan  puluhan  peternak  yang  resah  karena  lahan  penggembalaan  mereka
diduga telah diserobot dan dialihfungsikan menjadi areal percetakan sawah oleh
sejumlah oknum. Senin (23/6/2025)

Kunjungan  lapangan  ini  dipimpin  langsung  Ketua  Komisi  II  DPRD Bombana,
Suryadi,  yang juga legislator dua periode dari Partai Gerindra. Ia didampingi
delapan anggota DPRD lainnya, masing-masing Yudi Utama Arsyad, Johan Salim,
Andi Sambaloge, A. Rahman, Jumadil, Ambo Lolo, Syaharuddin, dan Nurkholis.

Di lokasi, rombongan DPRD disambut langsung oleh para peternak yang sejak
pagi  telah  berkumpul  menunggu  untuk  menyampaikan  aspirasi  dan  keluhan
mereka secara langsung.

Para peternak menegaskan bahwa lahan penggembalaan di SP 7 telah mereka
manfaatkan sejak lama, bahkan diarahkan secara resmi oleh KPHP Tina Orima
sejak 2019 untuk menggantikan lahan lama mereka yang hilang akibat konflik
dengan PT Jhonlin.

Namun belakangan, mereka terkejut karena lahan tersebut mulai dibuka untuk
percetakan sawah dan perkebunan sawit oleh pihak yang mengklaim memiliki
izin, tanpa sosialisasi atau persetujuan dari peternak setempat.

“Lahan ini sudah kami tempati untuk menggembala sapi sejak beberapa tahun
lalu.  Sekarang  tiba-tiba  sudah  ada  sawah.  Kami  bingung  harus  bagaimana,
makanya  kami  minta  DPRD  turun  langsung  melihat,”  ujar  Ardi,  salah  satu
perwakilan kelompok peternak yang hadir di lokasi.

Kehadiran DPRD Bombana di lokasi sempat menuai kekecewaan karena pihak
KPHP  Tina  Orima,  yang  sebelumnya  turut  disebut  dalam  pengalihan  fungsi
kawasan, tidak hadir meski telah diundang secara resmi oleh DPRD.

https://www.sultranet.com/dprd-bombana-turun-cek-lahan-wumbubangka-antisipasi-konflik-peternak-dan-pembuka-sawah/
https://www.sultranet.com/dprd-bombana-turun-cek-lahan-wumbubangka-antisipasi-konflik-peternak-dan-pembuka-sawah/
https://www.sultranet.com/dprd-bombana-turun-cek-lahan-wumbubangka-antisipasi-konflik-peternak-dan-pembuka-sawah/


Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad, mengaku kecewa. Ia menilai KPHP
seharusnya hadir karena memiliki pemahaman mendalam mengenai status dan
batas-batas  kawasan,  termasuk  potensi  sengketa  antara  peternak  dan  pihak
pembuka lahan.

“Ini kawasan hutan produksi, dan KPHP pasti tahu persis titik-titik rawan yang
bisa menimbulkan konflik. Tapi sayangnya mereka tidak datang. Padahal kami
ingin mendengar langsung keterangan mereka,” ucap Yudi.

Senada, Ketua Komisi II DPRD Bombana, Suryadi, menegaskan bahwa pihaknya
akan  segera  menjadwalkan  Rapat  Dengar  Pendapat  (RDP)  di  Kantor  DPRD
Bombana dengan mengundang seluruh pihak terkait.

“Karena pihak KPHP tidak hadir di lokasi, maka kami akan panggil mereka dalam
RDP. Termasuk Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, pihak peternak, dan pihak-
pihak lain yang mengklaim membuka lahan. Kita tidak ingin permasalahan ini
dibiarkan berlarut-larut dan menimbulkan gesekan antar warga,” tegas Suryadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, lahan SP 7 di Wumbubangka menjadi sorotan
setelah puluhan peternak mendatangi Kantor Dinas Pertanian, Perkebunan, dan
Hortikultura  Bombana,  Kamis  (12/6/2025),  menolak  pembukaan  lahan  untuk
percetakan sawah yang dinilai merampas ruang hidup ternak mereka.

Peternak  menyatakan  telah  memiliki  Surat  Keterangan  Tanah  (SKT)  dan
memanfaatkan lahan tersebut untuk menggembala sekitar 3.000 ekor sapi dari
delapan kelompok ternak.

Namun menurut Dinas Pertanian, wilayah SP 7 termasuk dalam kawasan hutan
produksi sehingga program percetakan sawah dari  pemerintah tidak mungkin
dilakukan di  sana. Dinas juga menegaskan tidak mengetahui adanya aktivitas
tersebut.

Di sisi lain, Raja Moronene Keuwia Rumbia, Alfian Pimpie, yang disebut-sebut
sebagai pihak yang memberi izin, membantah keras tuduhan itu. Ia mengaku
justru telah melarang pencetakan sawah di lokasi yang status hukumnya masih
dalam proses. Ia juga menuding ada pihak yang menyalahgunakan namanya dan
mencoba merusak reputasinya sebagai pemangku adat.

Sementara itu, hingga berita ini di publish Pihak KPHP Tina Orima Bombana yang



dikonfirmasi via Whattsapp belum memberikan jawaban perihal ketidak hadiran
mereka di kunjungan DPRD. (IS)


